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Belum Terealisasi

PALU, MERCUSUAR - Batas akhir
pemasukanlaporan Surat Perintah
Membayar (SPM) Pemerintah

untungkan?

yang dekat dengan kita itu
malah akan menyusahkan kita
nantinya,’katanya.

Hal yang paling miris menu-
rut Anto, dilihat dari penggun-
aan teknologi pada prrusa-
haan tambang yang menurut-
nya hanya merugikan rakyat.
Kemajuan teknologi menja-
dikan perusahaan tambang
tidak menggunakan jasa besar
pekerja, tetapi lebih berharap
pada mesin.

“Ada perusahaan tambang
yang dari tahun ke tahun keun-
tungannya bertambabh, tetapi
dari tahun ke tahun itu juga
perusahaan tersebut tidak
pernah menambah jumlah
pekerjanya. Apa yang mereka
andalkan? Ya mesin. Tenaga
manusia tidak lagi diharapkan.
Saya benar-benar terpukul
dengan salah satu pernyataan
bos perusahaan industri yang
mengatakan, jika buruh mogok
terus-menerus, maka mereka
akan menggantikan tenaga
mereka dengan mesin. Sangat
ironi. Padahal keberadaan pa-
brik diharapkan dapat meny-
erap tenaga kerja,"paparnya.

Hal lain lagi yang dinyatakan
Anto adalah keberadaan pe-
raturan nasionalisme Sumber
Daya Alam (SDM) yang dibuat
pemerintah. Nasionalisme SDM
dikatakan akan menarik pajak
perusahaan lebih besar dari
sebelumnya yakni 60 persen,
sementara perusahaan 40
persen, sehingga diharapkan
dapat lebih menguntungkan
negara. Tapi lagi lagn Anto

Baca TAMBANG di hal.11

Kota (Pemkot) Palu berak-
hir Kamis (19/12/2013)
lalu. Dari seluruh rincian
realisasi dana bagi hasil
(DBH), pencapaian target
terendah terdapat pada
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).

Kepala Bidang
Penatausahaan Keuangan
dan Akutansi pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Palu, Bakran
mengatakan untuk PBB dari
target anggaran sebesar
Rp7.608.771.613, hingga
November lalu terealisasi
sebesar Rp4.454.140.542
atau 58,54 persen dan ma-

sihtersisaRp3.154.631.071 _

belum terealisasi.
“Menurut data bahwa
persentase realisasi DBH
(dengan pemerintah pro-
vinsi) dari PBB merupakan
terendah, yakni 58,54 per-
sen,” tutur Bakran, Jumat
(20/12/2013). Sementara
persentase terendah kedua

adalah realisasi DBH pa-
jak dari pusat. Katanya
dari target sebesar
Rp27.535.434.588, hingga
November terserap sebe-
sar Rp16.561.156.232 dan
tersisa Rp.10.674.278.356.
Sehingga pencapaiannya
mencapai 60,14 persen.
Sedangkan bagi hasil
yang bersumber dari
Pajak Pengambilan
dan Pemanfaatan Air

Permukaan, dari target

Rp11.080.550, realisasinya
hingga November menca-
pai Rp6.698.004 dan ter-
sisaRp4.382.546. Sehingga
pencapaiannya-sebesar
60,45 persen.

“Dari berbagai sektor, re-
alisasi persentase tertinggi
diperoleh dari bagi hasil
Bukan Pajak/SDA,” lanjut-
nya. Dari sektor itu, Bakran
mengaku dari target se-
besar Rp2.605.934.999,
realisasinya hmgga

Baca DBH di hal.11
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mencapai Rp5.929.667.304. Sehingga
melebihi target sebesar 227,20 persen

atau sebanyak Rp3.314.732.305.

la mengatakan, DBH pajak dari
provinsi juga melampaui target.
Menurutnya dari target sebe-
sar Rp36.099.805.868, hingga
November telah terealisasi sebesar
Rp37.391.958.269. Sehingga men-
capai 105,08 persen atau kelebihan
Rp1.832.152.401.

Kemudian DBH dari Pajak
Kendaraan Bermotor dengan tar-
get Rp7.077.140.945, realisasi juga
melampaui yaitu hingga November
mencapai Rp7.302.769.622 atau
103,19 persen. Sehingga kelebihan
Rp225.628.677.

Sedangkan yang berasal dari Bea

sambungan dari hal. 1

Balik Nama Kendaraan Bermotor dari
target sebesar Rp12.890.134.211,
yang terealisasi mencapai
Rp13.590.689.192 atau 105,43 per-
sen. Jadi kelebihannya Rp700.554.981.

Adapun untuk Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari
target Rp16.121.450.162, realisasinya
mencapai Rp17.031.801.451 atau
105,65 persen. Sehingga kelebihan
Rp910.351.289.

“Semua SKPD sudah memasukkan
SPM, kecuali hanya satu SKPD yakni
Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan
Energi Sumber Daya Mineral (PU
ESDM) Kota Palu. Namun mereka di-
beri perpanjangan waktu hingga Senin
tanggal 23 Desember pekan depan,”
tutupnya. aBs





